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Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap
Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia

Dyah Rosiana Puspitasari’, Andika Pratama’

" Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadara, Yogyakarta,
dyahrosiana@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights) and its impact on copyright protection for local creative
industries in Indonesia. The TRIPS Agreement is an international agreement that regulates
standards for the protection of intellectual property rights, including copyrights, adopted by
members of the World Trade Organization (WTO). This study uses a descriptive-analytical
approach, with secondary data obtained through literature studies, related statutory policies,
namely Law no. 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreemen Establishing the World Trade
Organization and related research reports. The results of this study indicate that the
implementation of the TRIPS Agreement in Indonesia has a significant impact on the protection
of local creative industry copyrights. The adoption of stricter copyright protection standards
under the TRIPS provisions has encouraged copyright holders to protect their works more
effectively. This provides incentives for local creative industry players to produce original works
of higher quality, increasing the competitiveness and economic value of creative industries in
Indonesia. However, there are also several challenges faced in the implementation of TRIPS.
Some local creative industry players have difficulty understanding and implementing complex
copyright provisions. In addition, there are still weaknesses in monitoring and law enforcement
against copyright infringement in Indonesia. This resulted in the local creative industry's
copyright protection not being fully optimal. In conclusion, the implementation of the TRIPS
Agreement has had a significant impact on the protection of copyrights for local creative
industries in Indonesia. However, further efforts are still needed to strengthen the
implementation and enforcement of copyrights so that local creative industries can grow and
develop optimally.

Keywords :Copyright; local creative industry; TRIPs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perjanjian TRIPS (Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights) dan dampaknya terhadap perlindungan hak cipta
industri kreatif lokal di Indonesia. Perjanjian TRIPS merupakan perjanjian internasional yang
mengatur standar perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, yang diadopsi
oleh anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif-analitis, dengan data sekunder diperoleh melalui studi literatur,
kebijakan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreemen Establishing The World Trade Organization dan laporan penelitian
terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perjanjian TRIPS di Indonesia
memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal.
Penerapan standar perlindungan hak cipta yang lebih ketat sesuai dengan ketentuan TRIPS
telah mendorong pemegang hak cipta untuk melindungi karya-karya mereka secara lebih
efektif. Hal ini memberikan insentif bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menghasilkan
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karya orisinal yang lebih berkualitas, meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi industri
kreatif di Indonesia. Namun demikian, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi
dalam implementasi TRIPS. Beberapa pelaku industri kreatif lokal mengalami kesulitan
dalam memahami dan menerapkan ketentuan hak cipta yang kompleks. Selain itu, masih
terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak
cipta di Indonesia. Hal ini mengakibatkan perlindungan hak cipta industri kreatif lokal belum
sepenuhnya optimal. Kesimpulannya, implementasi Perjanjian TRIPS telah membawa
dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia.
Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat pelaksanaan dan penegakan
hak cipta agar industri kreatif lokal dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Kata Kunci: Hak Cipta; industri kreatif lokal; TRIPs

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah membawa
perubahan signifikan dalam industri kreatif, termasuk dalam bidang hak cipta.
Indonesia sebagai negara anggota WTO (World Trade Organization) telah menjadi
pihak yang terikat oleh Perjanjian TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights). Perjanjian ini memberikan kerangka hukum
internasional yang mengatur perlindungan hak cipta dan aspek-aspek terkaitnya.

Implementasi Perjanjian TRIPS dan dampaknya terhadap perlindungan hak
cipta di Indonesia masih menimbulkan beberapa masalah. Diantaranya, perjanjian
TRIPS merupakan perjanjian internasional yang mencerminkan kepentingan global,
namun setiap negara memiliki konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.
Implementasi Perjanjian TRIPS di Indonesia harus mempertimbangkan keunikan
dan kebutuhan domestik dalam perlindungan hak cipta. Meskipun telah ada
undang-undang hak cipta di Indonesia, penegakan hukum terkait pelanggaran hak
cipta masih menemui beberapa hambatan. Beberapa isu seperti korupsi, kurangnya
sumber daya manusia dan teknis, serta kelemahan sistem peradilan dapat
mempengaruhi efektivitas perlindungan hak cipta. Dalam industri kreatif
Indonesia, terdapat banyak karya seni, musik, dan literatur yang merupakan
warisan budaya bangsa.

Dalam implementasi Perjanjian TRIPS, penting untuk mempertimbangkan
perlindungan hak cipta bagi karya-karya lokal ini agar tidak terabaikan atau
diabaikan oleh praktik bisnis global. Subjek Hak Kekayaan Intelektual dari TRIPS
adalah individu atau perusahaan, padahal di Indonesia banyak inovasi terjadi secara
komunal sehingga pemiliknya adalah masyarakat secara kolektif. TRIPs juga tidak
mengakui inovasi yang tidak ditujukan bagi industri, yaitu inovasi lokal yang
ditujukan bagi kesejahteraan ekonomi, sosial dan kultural setempat.[1]

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, penulis menggagas
penelitian tentang implementasi Perjanjian TRIPS dan dampaknya terhadap
perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia memiliki rumusan masalah
untuk diteliti sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi Perjanjian TRIPS (Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam perlindungan hak cipta
industri kreatif lokal di Indonesia? (2) Apa dampak yang ditimbulkan oleh
implementasi Perjanjian TRIPS terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif
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lokal di Indonesia?

Tujuan dalam penulisan penelitian ini di antaranya adalah memahami
bagaimana ketentuan TRIPS telah diterapkan dan diadopsi dalam kerangka hukum
hak cipta di Indonesia. Dan penelitian ini akan mengidentifikasi dampak positif dan
negatif yang mungkin timbul, seperti pengaruh terhadap karya-karya kreatif lokal,
akses terhadap teknologi, investasi, dan perkembangan industri kreatif. Lebih
lanjut penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
tentang tantangan dan peluang dalam mengatur hak cipta di era globalisasi ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode
penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di
dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang
ada [2]. Penelitian normatif dalam konteks penelitian ini adalah mengumpulkan
data dengan jalan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber hukum yang
berkaitan dengan tema pembahasan implementasi Perjanjian TRIPS dan
dampaknya terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia.
Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: Bahan
hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa
peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, seperti Undang-
Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreemen Establishing The World
Trade Organization; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek; Undang-Undang No 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri; Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi
Geografis; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Baru;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Konvensi-konvensi internasional seperti
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Bahan
hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan tema
hak kekayaan intelektual, cipta, industri kreatif, baik cetak maupun elektronik.
Majalah, jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan
dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan
dianalisis secara kualitatif Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari kebenaran kualitatif.
Kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang
menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi[3].

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu
menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang
diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan
tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan
kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang
diteliti[4].
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian empiris atau kajian teoritis yang ditulis dengan
sistematis, analisis Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPS)
merupakan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait
perdagangan. salah satu kesepakatan di bawah World Trade Organization (WTO)
yang selama ini selalu berperan dalam menyediakan wadah dalam menangani
permasalahan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. TRIPs bertujuan untuk
mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional,
meningkatkan perlindungan terhadap HKI dan menjamin prosedur serta penegak-
an hukum HKI agar tidak menjadi penghambat perdagangan internasional [5].

TRIPs mengadopsi ketentuan dalam Paris Convention for the Protection of
Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works. Setiap negara yang menandatangani Final Act Embodying the Result of the
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations pada tahun 1994 mempunyai
konsekuensi untuk mengadaptasi konsep property dan ownership dalam hukum
nasionalnya termasuk Indonesia [6].

Ada beberapa hal khusus yang terdapat dalam TRIPs-Agreement, yaitu 1)
Memperkenalkan prinsip the most favoured nation treatment sebagai tambahan
dari prinsip national treatment; 2) Mengatur tentang Pelindungan paten dan hak
cipta secara menyeluruh, dan mengatur jangka waktu Pelindungan minimum yang
harus diterapkan oleh negara anggota; 3) Mengatur tentang ketentuan upaya
hukum administratif dan hukum acara bagi penegakan hukum; 4) Mengatur
penyelesaian sengketa di antara para anggotanya dengan cara konsultasi atau
rekomendasi tentang perkembangan pelanggaran dari konvensi tersebut [7].

Implementasi Perjanjian TRIPS dalam perlindungan hak cipta di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan dari kemampuan
intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara
pribadi (human rights). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intelectual
property Right adalah hak hukum yang bersifat ekslusif yang dimiliki para pencipta
| penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan
baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi.
Karya-karya dibidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan
intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan
hasil intuisi, ilham dan hati nurani [8].

Ruang lingkup dari HKI di Indonesia terdiri dari: 1) Hak Paten yaitu hak eksklusif
terhadap ide dalam bidang teknologi dalam suatu kegiatan pemecahan masalah
yang spesifik dalam bidang teknologi, bisa berupa proses atau penyempurnaan
atau produk dan pengembangan proses atau produk atau yang sering disebut
sebagai invensi atau pencipta. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten.

2) Hak merek tanda yang bisa ditampilkan secara grafis berupa logo, nama,
kata, huruf, angka, gambar, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi,
hologram, suara, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk
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membedakan jasa atau barang yang diproduksi oleh badan hukum atau orang
dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Merek diatur melalui Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek .

3) Desain Industri yaitu penciptaan bentuk, konfigurasi, atau kombinasi garis
atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasinya, dalam bentuk tiga dimensi
atau dua dimensi yang terlihat estetis, yang dapat diwujudkan dan digunakan untuk
menghasilkan produk, barang, barang industri, atau kerajinan tangan. Desain
Industri diatur secara khusus melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri .

4) Indikasi geografis, yaitu label, atau etiket pada suatu komoditas yang
menunjukkan asal usul komoditas tersebut dan memberikan reputasi, kualitas, dan
karakter tertentu berdasarkan geografi, alam, kondisi manusia, atau kombinasinya,
pengaturannya pada Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi
Geografis.

5) Rahasia Dagang yaitu informasi yang tidak diketahui masyarakat di bidang
teknis dan/atau komersial serta memiliki nilai ekonomis. Ruang lingkupnya
mencakup metode produksi, metode pemrosesan, metode penjualan, dan
informasi teknis dan/atau bisnis lainnya. Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Desain tata letak sirkuit terpadu
adalah desain tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen bahan semikonduktor
yang menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungannya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu [9]. 7)
Perlindungan Varietas Tanaman Baru diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun
2000 [10].

8) Hak Cipta yang lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui
olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat
originality dan individuality, yang timbul secara otomatis berdasar prinsip
deklaratif[11] diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Hak Merek

Indikasi Geografis
Rahasia Dagang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perlindungan Varietas Tanaman Baru
Hak Cipta

Gambar 1. Bagan Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta merupakan aspek penting dalam perlindungan kekayaan intelektual,
yang memiliki peran vital dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan
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perkembangan industri kreatif. Di Indonesia, sejarah perkembangan undang-
undang hak cipta mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis dalam upaya
melindungi hak-hak karya kreatif.

Sejak era kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan, Indonesia telah
mengalami transformasi yang signifikan dalam hal perlindungan hak cipta. Pada
awalnya, undang-undang hak cipta yang diberlakukan di Hindia Belanda masih
terbatas, mengikuti ketentuan undang-undang hak cipta Belanda pada saat itu,
Undang-Undang Hak Cipta 1912: Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda
mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang pertama di Indonesia, yang disebut
Octrooiwet 1912. Undang-undang ini mendasarkan dirinya pada undang-undang hak
cipta Belanda pada saat itu. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan
hak cipta bagi karya-karya yang dihasilkan di wilayah Hindia Belanda.

Namun, dengan berdirinya negara Indonesia merdeka, kesadaran akan
pentingnya melindungi hak cipta sebagai aset intelektual nasional semakin
meningkat. Pada tahun 1957, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar yang
mencantumkan hak atas kekayaan intelektual dalam Pasal 27 ayat (2). Namun, tidak
ada undang-undang yang spesifik mengenai hak cipta yang diadopsi pada periode
tersebut.

Pada tahun 1982, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang
pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-
undang ini menjadi pijakan hukum pertama yang mengatur perlindungan hak cipta
di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan industri kreatif dan persaingan
global yang semakin intensif, undang-undang ini kemudian direvisi pada tahun 1997
dan menjadi lebih komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dan memberikan
perluasan hak cipta serta mengatur mekanisme penegakan yang lebih kuat.

Perjanjian TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights) yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1994 juga memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan undang-undang hak cipta di
Indonesia. Perjanjian TRIPS mendorong harmonisasi hukum hak cipta di tingkat
internasional dan mewajibkan negara-negara anggota untuk mengadopsi standar
internasional yang lebih kuat dalam perlindungan hak cipta.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan industri kreatif,
Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan hak cipta melalui revisi dan
pembaruan undang-undang yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Revisi
terakhir undang-undang hak cipta dilakukan pada tahun 2002, yang lebih
mengakomodasi persyaratan internasional dan tuntutan perkembangan industri
kreatif di Indonesia.

Dalam konteks globalisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan, penting bagi
Indonesia untuk memiliki kerangka hukum yang kuat dalam melindungi hak cipta.
Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta, memperkuat industri
kreatif lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
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Dampak Perjanjian TRIPs terhadap perlindungan hak cipta di industri kreatif lokal
di Indonesia.

Implementasi Perjanjian TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights) memiliki dampak vyang signifikan terhadap
perlindungan hak cipta di industri kreatif lokal di Indonesia. Di antaranya: 1)
Peningkatan Standar Perlindungan, implementasi Perjanjian TRIPS mendorong
Indonesia untuk meningkatkan standar perlindungan hak cipta. Hal ini termasuk
memperluas cakupan hak cipta, meningkatkan durasi perlindungan, dan
memperkuat mekanisme penegakan hukum. Dengan adopsi standar internasional
yang lebih kuat, hak cipta karya-karya kreatif lokal mendapatkan perlindungan yang
lebih baik.

2) Penguatan Hukum dan Penegakan, perjanjian TRIPs mewajibkan negara
anggota untuk memiliki sistem hukum yang efektif dalam melindungi hak cipta.
Sebagai respons, Indonesia melakukan perubahan dalam undang-undang hak cipta
dan memperkuat mekanisme penegakan hukum. Ini mencakup peningkatan sanksi
pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta, serta peningkatan kapasitas
aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta.

3) Akses terhadap Pasar Global, implementasi Perjanjian TRIPS memberikan
peluang bagi industri kreatif lokal di Indonesia untuk mengakses pasar global.
Dengan standar perlindungan hak cipta yang ditingkatkan, karya-karya kreatif
Indonesia menjadi lebih menarik bagi pasar internasional. Hal ini dapat mendorong
ekspor produk dan karya kreatif lokal, serta meningkatkan daya saing industri
kreatif Indonesia secara global.

4) Pendorong Inovasi dan Kreativitas, perlindungan hak cipta yang kuat
memberikan insentif bagi pencipta dan pelaku industri kreatif untuk menghasilkan
karya-karya baru yang orisinal daninovatif. Dengan adanya perlindungan yang lebih
baik, pencipta dapat merasa aman dan didorong untuk mengembangkan ide-ide
baru. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal dan
meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional.

5) Tantangan Implementasi, meskipun implementasi Perjanjian TRIPs
memberikan dampak positif, terdapat juga tantangan yang dihadapi dalam
menerapkannya. Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya
dan infrastruktur untuk penegakan hukum, kesadaran masyarakat yang masih
perlu ditingkatkan, serta perlunya harmonisasi kebijakan dan koordinasi antara
berbagai instansi terkait dalam melindungi hak cipta.

Dalam keseluruhan, implementasi Perjanjian TRIPS membawa dampak yang
signifikan terhadap perlindungan hak cipta di industri kreatif lokal di Indonesia.
Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, upaya terus
dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta, mendorong inovasi, dan
meningkatkan kontribusi industri kreatif Indonesia dalam skala nasional maupun
internasional.

Perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia dilakukan melalui
berbagailangkah dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan
peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hak cipta
dalam industri kreatif lokal di Indonesia: 1) Pendaftaran Hak Cipta, pemilik karya
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kreatif lokal dapat mendaftarkan hak cipta mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran hak cipta
memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat dan memberikan bukti kepemilikan
yang jelas terhadap karya tersebut.

2) Hak-hak yang Dilindungi: Undang-Undang Hak Cipta Indonesia
memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya kreatif, termasuk musik,
film, seni rupa, desain, literatur, arsitektur, dan lain sebagainya. Hak-hak yang
dilindungi meliputi hak reproduksi, hak distribusi, hak publikasi, hak pertunjukan,
hak penyiaran, dan hak adaptasi.

3) Durasi Perlindungan: Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memberikan
perlindungan hak cipta selama masa hidup pemilik hak cipta ditambah dengan
jangka waktu tertentu setelah kematian pemilik hak cipta. Durasi perlindungan hak
cipta dapat berbeda tergantung jenis karya dan tahun penciptaannya.

4) Penegakan Hukum: Indonesia memiliki mekanisme penegakan hukum
untuk melindungi hak cipta, termasuk sanksi pidana dan perdata terhadap
pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa pencurian, penyalinan,
penjualan ilegal, atau penggunaan tanpa izin karya kreatif tersebut. Penegakan
hukum dilakukan melalui tindakan penegakan hukum, investigasi, penggerebekan,
dan penuntutan di pengadilan.

5) Pengawasan dan Pengendalian: Pemerintah Indonesia, melalui
Kementerian Hukum dan HAM, DJKI, dan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF),
melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hak cipta.
Mereka bekerja sama dengan pemangku kepentingan industri kreatif untuk
memantau dan mengendalikan penggunaan karya-karya kreatif secara ilegal atau
melanggar hak cipta.

Pemberdayaan Industri Kreatif: Pemerintah Indonesia juga berupaya
memberdayakan industri kreatif lokal melalui dukungan kebijakan dan program-
program yang mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam industri tersebut. Ini
termasuk memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan, infrastruktur, dan promosi
bagi pelaku industri kreatif.

SIMPULAN

Implementasi Perjanjian TRIPS telah memberikan landasan hukum yang lebih
kuat bagi perlindungan hak cipta di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk
mengadopsi dan menguatkan kerangka regulasi yang memadai untuk melindungi
karya-karya kreatif lokal. Perlindungan hak cipta yang lebih baik di bawah TRIPS
dapat memberikan insentif bagi pelaku industri kreatif lokal untuk lebih berinovasi,
menciptakan karya-karya orisinal, dan mengembangkan potensi ekonomi dalam
sektor kreatif.

Namun, implementasi Perjanjian TRIPS juga menimbulkan tantangan bagi
industri kreatif lokal di Indonesia. Persyaratan perlindungan yang lebih ketat dapat
meningkatkan biaya dan kompleksitas dalam mendapatkan hak cipta, yang
mungkin membatasi akses bagi pelaku industri kreatif kecil dan menengah.
Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta
masih menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun regulasi yang memadai telah ada,
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langkah-langkah lebih lanjut perlu diambil untuk meningkatkan penegakan hukum
dan mengurangi pembajakan serta pelanggaran hak cipta.

Dampak Perjanjian TRIPS terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif
lokal juga tergantung pada kebijakan pemerintah dan upaya kolaboratif dengan
pemangku kepentingan terkait. Pemerintah perlu melibatkan pelaku industri
kreatif dalam proses kebijakan, menyediakan dukungan dan insentif yang
diperlukan, serta meningkatkan kerja sama dengan negara lain untuk melindungi
hak cipta secara internasional.
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